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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALlKOTADUMAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana te1ah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata

Cara Penyu sunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai

Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Dumai

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021

Nomor 4 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai

(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai

(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022

Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

PERATURANWALl KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAHKOTADUMAITAHUN2022.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan WaHKota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. WaHKota adalah Walikota Dumai
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Keria Peran17kRt nRPrRh VRnO" ~plJ:1nilltn"\TJ:I ~i~;nO'lr<:lt Rpn;a



7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan

bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang se1anjutnya

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKASKPDadalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja

program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

BABII

KETENTUANRENCANAKERJAPERANGKATDAERAH

Pasal2

(1) Renja Perangkat Daerah beserta matrik Program Prioritas Perangkat

Daerah Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun

2023 yang terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal

31 Desember 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan pelaksanaan

Tahun ke 2 (dua) dari Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada

ayat (2)menjadi:
a. salah 1 (satu) bahan penyusunan Rancangan KUA PPAS,

khususnya ProgramjKegiatan yang tercantum dalam Renja

Perangkat Daerah Tahun 2023; dan

b. bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA SKPD

Tahun Anggaran 2023, setelah tercantum dalam KUAPPAS.

(4) Penyajian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

c. BABIII: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; dan

c. BABIV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

d. BABV : Penutup.

(5) Penjabaran Renja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), sebagaimana tercantum dalam lampiran dan yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB III ---71
KETENTUAN PENUTUP (

Pasa13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota

Dumai.

Ditetapkan di Dumai

pada tanggal P Juli 2022

WA UMAI,

PAlSAL

Diundangkan di Dumai

r=>: pada tanggal ~I(Juli 2022

DUMAI,

I
INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTADUMAI TAHUN 2022 NOMOR o?;\ SERI ~
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